WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2025-2029

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun
2025-2029;

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

(1)
(2)

Daerah adalah Kota Batu.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.

Wali Kota adalah Wali Kota Batu.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan
dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di
wilayah kerjanya.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit
pelaksana  teknis dinas/badan daerah  dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra
adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5
(lima) tahunan.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran
tahunan BLUD Puskesmas yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran
Puskesmas.

Pasal 2

Puskesmas menyusun Renstra BLUD Puskesmas.
Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a. permasalahan, isu strategis, dan arah kebijakan;

b. rencana pengembangan layanan;

c. rencana program dan kegiatan; dan

d. rencana keuangan.
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(3) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka
menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas
Tahun 2025-2029.

(4) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman bagi Puskesmas dalam
menyusun RBA.

Pasal 3

(1) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

a. bab I berisi pendahuluan;

b. bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan,
dan isu strategis Puskesmas;

c. bab III berisi maklumat layanan, tujuan dan
sasaran, strategi, dan arah kebijakan;

d. bab IV berisi program, kegiatan, subkegiatan, dan
sasaran kinerja penyelenggaraan layanan
Puskesmas; dan

e. bab V berisi penutup.

(2) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu

pada tanggal 3 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,
ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara Elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM

Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H.
NIP. 19700117 200501 1 007
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